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Penempatan PMI ke luar negeri memang mempunyai efek yang positif, 
baik bagi PMI itu sendiri, Negara dan swasta, maupun pihak-pihak lain yang 
bersangkutan dalam penempatan PMI ke luar negeri.Tujuan penelitian ini adalah 
Untuk mengetahuibentuk pengaturan terhadap fungsi PPTKIS dalam menyiapkan 
calon pekerja Migran Indonesia, Untuk mengetahuiperanPelaksana Penempatan 
tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di PT. Pamor Sapta Darma dalam 
menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia.Jenis penelitan ini adalah penelitian 
normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan sosiologis, 
sedangkan Teknik dan alat Pengumpulan data yaitu wawancara. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa bentuk pengaturan 
terhadap fungsi PPTKIS dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri 
Ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 yang mewajibkan 
agen penyalur jasa tenaga kerja untuk mengasuransikan semua tenaga kerja 
Indonesia yang mereka tempatkan di luar negeri. Sedangkan Pelaksanaan 
Penempatantenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di PT. Pamor Sapta Darma 
dalam menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan 
tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) di PT. Pamor Sapta Darma yangmelakukan 
pengiriman tenaga kerja kerja keluar negeri diwajibkan memiliki SIUP-PPTKIS 
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas 
nama Menteri. 
 






















The placement of PMI abroad does have a positive effect, both for PMI 
itself, the State and the private sector, as well as other parties concerned in the 
placement of PMI abroad. The purpose of this research is to determine the form 
of regulation on the PPTKIS function in preparing prospective migrant workers. 
Indonesia, to find out the role of the Private Indonesian Workers Placement 
(PPTKIS) in PT. Pamor Sapta Darma in preparing Prospective Indonesian 
Migrant Workers. This type of research is a normative-empirical research with a 
legislative and sociological approach, while the data collection techniques and 
tools are interviews. The analytical method used is descriptive qualitative 
analysis.  
Based on the results of this study, it shows that the form of regulation of 
the PPTKIS function in Law Number 39 of 2004 and Regulation of the Minister of 
Manpower of the Republic of Indonesia Number 22 of 2014 which requires 
employment agencies to insure all Indonesian workers they place abroad. 
Meanwhile, the Implementation of Private Indonesian Workers Placement 
(PPTKIS) at PT. Pamor Sapta Darma in preparing Prospective Indonesian 
Migrant Workers that the executor of the Indonesian workforce placement 
(PPTKIS) at PT. Pamor Sapta Darma who sends workers abroad is required to 
have a SIUP-PPTKIS issued by the Director General of Manpower Placement on 
behalf of the Minister. 
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A. Latar Belakang 
Persoalan mengenai tenaga kerja hampir selalu menjadi topik 
pembicaraan yang hangat di dalam berbagai media masa seperti televisi, surat 
kabar, majalah dan lain-lain. Permasalahan yang paling sering muncul ke 
permukaan dan menjadi sorotan antara lain mengenai peranan tentang 
perlindungan tenaga kerja, pengupahan, dan jaminan sosial tenaga kerja. 
Faktor tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam 
perkembangan dan kemajuan industri. Tanpa tenaga kerja, perindustrian akan 
terhenti dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengusaha. Di samping itu, 
masyarakat dan Negara akan ikut merasakannya. Undang-Undang Dasar 1945, 
Pasal 27 Ayat (2) menetapkan bahwa“tiap-tiap warga Negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1 
Pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Undang-Undang 
Dasar 1945 sungguh merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan, mengingat 
jumlah penduduk yang cukup besar dengan dukungan perkembangan 
perekonomian yang kurang. Jumlah penduduk memang merupakan potensi 
atau kekuatan yang besar sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini tidak 
dapat dipungkiri lagi karena dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah 
ditetapkan demikian. Namun, dengan jumlah yang sedemikian besar, tentu 
tidak hanya didapatkan hal-hal yang positif, tetapi juga sering kali dihadapkan 
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pada bagaimana pengembangannya dan modal dasar (tenaga kerja) itu dapat 
diarahkan dan sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan.2Salah satu upaya 
yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah 
melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI 
melalui antar kerja antar negara. Program penempatan TKI ke Luar Negeri, 
merupakan salah satu upaya pananggulangan masalah pengangguran. Peranan 
pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta 
perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, 
khusunya TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta.3 
Pengertian PPTKIS secara umum adalah perusahaan jasa yang 
bergerak di bidang penempatan, penyaluran dan perlindungan terhadap 
Pekerja Migran Indonesia (PMI), atau yang dimaksud badan usaha yang 
berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatkan izin dari menteri untuk 
berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja ke luar negeri. TKI akan 
merekrut calon TKI wajib memiliki SIP (Surat Izin Pengerahan) yang 
ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.4 TKII yang akan 
melaksankan penempatan TKI harus mepunyai Mitra Usaha dan/atau 
Pengguna, dan TKI Wajib mendaftarkan Mitra Usaha dan Pengguna pada 
perwakilan RI di Negara setempat. Pada tahap Penempatan TKI pada 
Pengguna perseorangan, penempatan TKI tersebut harus melalui Mitra Usaha 
di negara tujuan. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud di atas harus berbentuk 
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badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara 
tujuan. Yang dimaksud dengan Mitra Usaha adalah instansi atau badan yang 
berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab 
menempatkan para calon TKI. 
Pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang akan menempatkan 
TKI ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerjasama 
Penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau pengguna 
jasa TKI di luar negeri.5 Setelah adanya perjanjian kerjasama penempatan 
selanjutnya Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus membuat perjanjian 
penempatan dengan calon TKI. 
Perjanjian penempatan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis 
antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang membuat 
hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penempatan TKI di negara 
tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangansedangkan antara TKI 
dengan pengguna jasa membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja hak dan kewajiban masing-masing pihak.6 
Pengertian dari Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI 
adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di 
luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah. Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, menyatakan 
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bahwa setiap calon TKI mempunyai hak memperoleh perlindungan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.7 
Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan 
yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik 
yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis. Sedangkan perlindungan TKI adalah segala upaya 
untuk melindungi kepentingan calon TKIdalam mewujudkan terjaminnya 
pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik 
sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 
Masalah ketenaga kerjaan yang umumnya terjadi karena ketimpangan 
pasar tenaga kerja, yakni pencari kerja lebih banyak ketimbang ketersediaan 
lapangan kerja yang ada, yang pada akhirnya terjadi pengangguran. 
Terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, ialah salah satu penyebab 
sebagian tenaga kerja lebih memilih bekerja di luar negeri, menjadi TKI 
karena dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. Dari latar belakang ini 
pula yang membuat calon TKI untuk memilih Negara tujuan tempat bekerja 
yang memiliki standar upah tinggi, dengan biaya keberangkatan yang 
serendah mungkin. Pemerintah juga memudahkan para calon TKI untuk 
bekerja di luar negeri karena Bagi Pemerintah, TKI yang bekerja di luar negeri 
akan memberikan sumbangan devisa Negara yang tidak kecil berupa 
remitansi.8 
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2004 
menentukan ada tiga jenis perlindungan bagi TKI, yaitu sebagai berikut:9 
Perlindungan TKI Pra-Penempatan, Perlindungan TKI Selama 
Penempatan, Perlindungan TKI Purna Penempatan. Salah satu bentuk 
perlindungan yang wajib dilakukan PPTKIS terhadap TKI pada saat 
pra-penempatan yaitu pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) 
wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dala 
program asuransi. Perlindungan TKI selama penempatan salah satunya 
adalah pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI 
di tempat kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebagaimana 
dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani 
oleh TKI yang bersangkutan. 
 
Penempatan TKI ke luar negeri memang mempunyai efek yang positif, 
baik bagi TKI itu sendiri, Negara dan swasta, maupun pihak-pihak lain yang 
bersangkutan dalam penempatan TKI ke luar negeri. Di sisi lain hal tersebut 
juga menimbulkan efek negatif yang ditandai dengan adanya kasus-kasus yang 
menimpa TKI baik itu sebelum, selama bekerja, maupun pada saat kembali 
pulang kedaerah asal. 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah 
dengan jumlah pengirim TKI terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Total penempatan TKI asal NTB pada tahun 2016 
mencapai 40.415 orang, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebesar 33.827 
orang dan perempuan 6.588 orang. Sementara itu, berdasarkan 25 kabupaten-
kota di Indonesia, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah 
penempatan terbesar, yaitu mencapai 19.274 orang di tahun 2016. 
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Mencatat jumlah remitansi yang dihasilkan TKI pada tahun 2015 
mencapai angka US$ 9,429 atau kurang lebih Rp 98,015 triliyun, sedangkan di 
tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah US$ 8,85. Sementara itu, sebagai 
daerah dengan jumlah penempatan TKI terbesar, Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah daerah NTB pada 
tahun 2016 mencapai Rp 1,76 triliun, dan pada bulan Maret 2017 mencapai 
Rp 347,9 milyar dengan penyumbang terbesar adalah Kabupaten Lombok 
Timur sebanyak Rp 67 milyar atau 24,71%, disusul oleh Kabupaten Lombok 
Tengah dengan jumlah Rp 62 milyar atau 22,60%, Kabupaten Sumbawa Rp 
34 milyar, Lombok Barat Rp 24 milyar, dan Kota Bima Rp 2 milyar 
(www.suarantb.com, 2017). 
Berdasarkan hasil kunjungan kerja DPR ke Provinsi NTB pada tahun 
2015 menunjukkan bahwa tingginya permasalahan TKI ilegal di NTB pada 
dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 
1. banyak dari TKI yang menggunakan visa umroh dan visa 
perjalanan untuk menjadi visa kerja, 
2. banyak dari TKI prosedural yang kabur dari majikannya dan 
akhirnya menjadi TKI ilegal, 
3. tingginya biaya administrasi yang dikenakan dalam pengurusan 
proses keberangkatan TKI seperti kartu keluarga, KTP, dan akta 
kelahiran, 
4. minimnya jumlah tenaga pengawas di kabupaten/kota, dan 
5. minimnya informasi yang dilakukan pemerintah daerah 
kabupaten/kota terutama dalam proses pra penempatan sehingga 
dalam menentukan pekerjaan yang akan ditekuni TKI lebih 
memilih dibantu oleh calo karena informasi yang diterima lebih 










B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk pengaturan terhadap fungsi PPTKIS dalam menyiapkan 
calon PMI ? 
2. Bagaimana peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
(PPTKIS) di PT. Pamor Sapta Darma dalam menyiapkan CPMI ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahuibentukpengaturan terhadap fungsi PPTKIS dalam 
menyiapkan calon pekerja Migran Indonesia. 
2. Untuk mengetahuiperanPelaksana Penempatantenaga kerja Indonesia 
Swasta (PPTKIS) di PT. Pamor Sapta Darma dalam menyiapkan Calon 
Pekerja Migran Indonesia. 
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Akademik 
Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. 
2. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum 





Kerja Indonesiabagi calon tenaga kerja Indonesia, selain itu penelitian ini 
juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti 
yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap peran PPTKIS. 
3. Manfaat Praktis 
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan 
menambah wawasan mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia yang 
bekerja di luar negeri, dan diharapkan dapat memberikan wawasan pribadi 
bagi penulis agar penulis lebih mengetahui mengenai perlindungan 
terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, bagi perusahaan dapat 
menjadikan masukan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan 
TKI. 
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A. Tinjauan Umum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) 
1. Pengertian Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
(PPTKIS) 
Pengertian PPTKIS secara umum adalah perusahaan jasa yang 
bergerak di bidang jasa penempatan, penyaluran, dan perlindungan 
terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), atau yang dimaksud Badan Usaha 
yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari menteri untuk 
berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja keluar negeri. 
PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI yang harus 
mempunysi mitra usaha dan atau pengguna. Mitra Usaha yang dimaksud 
harus memenuhi persyaratan. 
a. Berbadan hukum dan memiliki izin usaha sebagai perusahaan 
jasa tenaga kerja dari instansi yang berwenang sesuai dengan 
peraturan perundangan Negara setempat. 
b. Mempunyai alamat dan penanggung jawab yang jelas 
c. Mempunyai perjanjian kerja sama penempatan 
PPTKIS wajib mendaftarkan mitra usaha dan pengguna pada 
perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat untuk melakukan 
kegiatan penempatan TKI, PPTKIS harus memiliki : 
a. Surat permintaan nyata TKI (job order) atas nama yang bersangkutan 
b. Perjanjian kerja sama penempatan 
c. Perjanjian penempatan TKI 





2. Syarat-syarat atau Tata Cara Pendirian Perizinan PPTKIS 
Perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta 
(PJTKIS) yang dimaksud harus atau wajib memiliki SIUP (Surat Izin 
Usaha Penempatan) – PJTKI (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Swasta). Untuk mendapatkan SIUP-PPTKI, PPTKI harus 
mengajukan permohonan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:10 
1) Badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang dalam 
akta pendirian atau anggaran dasarnya mencantumkan adanya 
kegiatan di bidang penempatan TKI. 
2) Mempunyai kantor dan peralatan kantor uang lengkap serta 
alamat yang jelas, sesuai dengan surat keterangan domisili dari 
instansi yang berwenang. 
3) Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) 
4) Menyetorkan dana jaminan dalam bentuk deposito atas nama 
menteri, PJTKI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) pada bank nasional di Indonesia yang ditunjuk 
menteri. 
5) Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian 
perusahaan sekurang-kurangnya Rp 750.000.000,- (tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah) 
6) Mempunyai tempat penampungan TKI yang memenuhi 
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau surat pernyataan tentang kesabggupan penyediaan 
sarana dan prasarana akomodasi sesuai keperluan untuk proses 
persiapan penempatan TKI. 
7) Surat keterangan undang-undang gangguan 
8) Mempunyai bukti wajib lapor ketenaga kerjaan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan. 
9) Mempunyai rencana kegiatan perusahaan minimal untuk 3 
(tiga) tahun berturut turut yang meliputi : 
a. Kegiatan pemasaran. 
b. Penyediaan TKI. 
c. Negara tujuan dan jumlah TKI yang akan ditempatkan dan 
jenis jabatan. 
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d. Perlindungan TKI. 
e. Organisasi pelaksana. 
f. Keuangan. 
10) Mempunyai pegawai yang berpengalaman dalam ketenaga 
kerjaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. 
 
3. Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI 
a. Pra-Penempatan 
Setiap PPTKIS yang melaksanakan penempatan TKI 
berdasarkan kendali alokasi TKI wajib memilih satu kawasan negara 
yang telah dipilihnya. Untuk melakukan kegiatan penempatan TKI, 
PPTKIS harus memiliki:11 
1) Perjanjian Kerja Sama Penempatan 
Perjanjian kerja sama penempatan harus memuat tanggung 
jawab PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna dalam 
perlindungan TKI, PPTKIS harus mendaftarkan perjanjian kerja 
sama penempatan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara 
setempat. 
2) Surat Permintaan Nyata TKI (Job Order) atas nama PPTKIS yang 
Bersangkutan. 
Surat permintaan TKI (Job Order) dibuat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di Negara tujuan atau dengan 
menggunakan formulir bentuk PPTKIS terlampir Surat permintaan 
TKI (Job Order) sekurang-kurangnya harus memuat : 
a) Jumlah TKI 
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b) Jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan 
c) Kualifikasi TKI 
d) Syarat-syarat kerja 
e) Kondisi kerja 
f) Jaminan sosial 
g) Masa berlakunya surat permintaan 
 
PJTKI harus mendaftarkan surat permintaan TKI (Job 
Order) kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat 
dan melaporkan rekapitulasi perolehan permintaan TKI setiap 
bulannya kepada Direktur Jendral dengan menggunakan formulir 
bentuk PPTKIS.12 
3) Perjanjian penempatan TKI 
Perjanjian penempatan TKI sekurang-kurangnya harus 
memuat kepastian waktu pemberangkatan calon TKI, biaya 
penempatan calon TKI ke Negara tujuan, jabatan atau pekerjaan 
calon TKI. PPTKIS dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan 
yang melanggar kesusilaan. 
4) Perjanjian kerja 
Perjanjian kerja sekurang kurangnya harus memuat: 
a) Nama dan alamat pengguna 
b) Jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan 
c) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi antara lain: jam kerja, 
upah dan cara pembayaran lembur, cuti dan waktu istirahat, 
serta jaminan sosial. 
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5) Masa Penempatan TKI 
PPTKIS wajib menyelesaikan permasalahan dan atau 
perselisihan yang terjadi antara TKI dengan pengguna. Dalam 
menyelesaikan permasalahan atau perselisihan atau PPTKIS 
berkoordinasi dengan Perwakilan Luar Negeri (Perwarlu) atau 
mitra usaha dan dapat minta bantuan kepada perwakilan Republik 
Indonesia dengan memberitahukan atau menunjukkan bukti 
pendaftaran perwakilan luar negeri dan mitra usaha serta dokumen 
yang berkaitan dengan penempatan TKI yang bersangkutan.13 
Dalam hal TKI mendapat kecelakaan, sakit atau meninggal 
dunia diluar negeri, PPTKIS wajib. 
a. Mengurus perawatan atau pemakaman jenazah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku melalui perwakilan Luar 
Negeri (Perwarlu) dan mitra usahanya. 
b. Mengurus harta peninggalan dan hak-hak TKI yang 
belum diterima untuk diserahkan kepada ahli waris TKI 
yang bersangkutan. 
c. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jendral dan 
Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan 
pengawasan Norma Kerja selambat lambatnya 3 hari 
sejak diterimanya informasi kecelakaan atau meninggal 
dunia. 
d. Mengurus klaim asuransi dan menyampaikan kepada 
ahli waris TKI yang bersangkutan. 
 
Perwakilan Republik Indonesia mengelola data TKI, 
pembinaan dan perlindungan TKI di wilayah akreditasinya. 
PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI karena berakhirnya 
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perjanjian kerja menjalankan cuti dan keberangkatan kembali ke 
negara tujuan setelah selesai menjalankan cuti. 
6) Purna Penempatan TKI 
PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI ke daerah asal 
dalam hal: 
a) Perjanjian kerja setelah berakhir 
b) TKI sakit atau bermasalah sehingga tidak menyelesaikan 
perjanjian kerja. 
Dalam melaksanakan kewajiban PPTKIS memberitahukan 
jadwal kepulangan TKI kepada mitra usaha atau perwakilan luar 
negeri serta perwakilan Republik Indonesia di negara setempat 
selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal kepulangan. Dalam 
mengurus kepulangan TKI, PPTKIS wajib membantu 
menyelesaikan permasalahan, mengurus dan menanggung 
kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia. 
7) Perpanjangan Perjanjian Penempatan Kerja 
PPTKIS melalui mitra usaha wajib memantau PMI yang 
akan berakhir perjanjian kerjanya selambat-lambatnya 3 bulan 
sebelum perjanjian kerjanya berakhir bagi PMI yang masih berada 
di luar negeri dan ingin memperpanjang perjanjian kerja dengan 
pengguna yang sama, mitra usaha atau perwalu harus 
memberitahukan rencana perpanjangan perjanjian kerja tersebut 





kerjanya berakhir kepada PPPMI pengirim, mitra usaha dan 
perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. 
PPTKIS wajib mengurus perpanjangan perjanjian kerja. 
Perpanjangan perjanjian kerja yang dimaksud harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. Isi perjanjian kerja sekurang-kurangnya sama dengan 
perjanjian kerja sebelumnya. 
b. Jangka waktu perjanjian kerja perpanjangan satu tahun. 
c. Perpanjangan asuransi perlindungan. 
B. Tinjauan Umum Tentang PerlindunganTerhadap Tenaga Kerja Migran. 
Menurut Sarjipto Rahardjo menyebutkan yang dimaksud dengan 
Perlindungan Hukum adalah adanya upanya melindungi kepentingan 
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 
Menurut Muchlis menyebutkan Perlindungan Hukum sebagai kegiatan 
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.14 
1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
Adapun Perlindungan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (4) adalah segala upaya untuk 
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melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya 
pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan TKI 
didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
Dalam Pasal 2, Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan 
kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, 
kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan 
manusia. Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah sebagai 
berikut:15 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu “Segala upaya untuk 
melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam 
mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan 
peraturan perundang undangan. Baik sebelum, selama maupun 
sesudah bekerja” (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) 
Dengan demikian, seluruh pekerja migran Indonesia sudah pasti 
mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pemerintahan. 
 
Ketenagakerjaan memiliki asas yang menyebutkan bahwa: 
 
“Pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asas 
keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral 
pusat dan daerah”. (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenaga kerjaan Pasal 3) yang mana tujuan dari 
pembangunan ketenaga kerjaan adalah: 
a. Melakukan pemberdayaan dan memperdaya gunakan pekerja 
migrant secara sempurna dan manusiawi. 
b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, dan 
c. Memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan. 






d. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyedia 
pekerja migrant yang selaras dengan kebutuhan pembangunan 
nasional dan daerah. 
 
Menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja 
Indonesia (TKI) adalah Warga Indonesia baik laki-laki atau perempuan 
yang melakukan kegiatan dibidang prekonomian, keilmuan, kesenian, dan 
bidang olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri 
baik darat, laut, maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 
perjanjian. 
Dalam Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja 
di luar negeri dan terdaftar di instansi kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab di bidang ketenaga kerjaan.16 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 
1997 mengatur tentang ketenaga kerjaan Setidaknya terdapat 3 (tiga) 
istilah ketenaga kerjaan yang diatur dalam undang-undang. 
Pertama, tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau Migran Indonesia 
yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan. 
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Sedangkan menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja adalah 
penduduk yangsudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan 
melaksanakan kegiatan tenaga kerja dan bukan mengurus rumah tangga. 
Kedua, pekerja adalah tenaga yang bekerja di dalam hubungan 
kerja pada pengusaha dan menerima upah. 
Ketiga, Buruh adalah pekerja yang bekerja di perusahaan, dan 
dalam pekerjaannya harus tunduk pada perintah dan peraturan kerja yang 
diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggungjawab atas 
lingkungan perusahaannya, dan buruh pekerja akan memperoleh upah 
serta jaminan hidup lainnya yang wajar dari pengusaha (majikan). 
Selanjutnya adalah penanganan kasus TKI, sebagaimana 
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang 
Ketenaga kerjaan. 
a. Menjamin pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia 
dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; 
b. Menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia 
dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; 
c. Melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam 
menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja 
Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; 
d. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal 
terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, 
dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah; 
e. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara 
tujuan penempatan. 
 
Migrasi adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan ada niat menetap di daerah tujuan. Tanpa mempersoalkan jauh 





asal, tempat tujuan dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. 
Faktor jarak merupakan faktor yang selalu ada dari beberapa faktor 
penghalang. 
2. Hak dan Kewajiban TKI 
a. Hak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena 
telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang 
benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau mertabat. 
Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan setiap 
calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:17 
a) Bekerja di luar negeri. 
b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di 
luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. 
c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam 
penempatan di luar negeri. 
d) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan 
serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan 
agama dam keyakinan masing-masing. 
e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang 
berlaku di Negara tujuan. 
f) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama. 
g) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 
merendahkan hakat dan martabat. 
h) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan 
keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. 
i) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 
 
                                                             
17
Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 





b. Kewajiban TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan 
(sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Dalam Pasal 9, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
TKI di Luar Negeri, Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban 
untuk:18 
a) Menaati peraturan Perundang-undangan baik di dalam 
negeri maupun di Negara tujuan; 
b) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 
perjanjian kerja; 
c) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
d) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan 
dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tujuan. 
 
3. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia 
Adanya TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu 
proses perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan informasi 
secara regular dan analisis situasi untuk masa kini dan masa depan dari 
permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan 
pengambilan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan 
pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari 
proses perencanaan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.19 
Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha 
menemukan masalah-masalah ketenaga kerjaan yang terjadi pada waktu 
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sekarang dan mendatang dan konsisten serta usaha untuk merumuskan 
kebijakan dan program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya.20 
4. Prosedur Perekrutan Calon TKI 
Menurut George R. Terry Prosedur adalah serangkaian tugas yang 
berkaitan dan secara kronologi berurutan dalam rangka menyelesaikan 
suatu pekerjaan. Menurut Ibnu Syamsi prosedur adalah suatu rangkaian 
metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan 
yang merupakan suatu kebutuhan. Jadi pengertian Prosedur adalah tata 
cara atau aturan yang telah disepakati yang dilaksanakan secara berurutan 
sehingga membentuk suatu pola yang tetap dalam suatu pekerjaan dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. 
Pentingnya prosedur pada proses pekerjaan hendaknya dilakukan sesuai 
dengan prosedur. Tanpa prosedur yang jelas, akan terjadi kesemrawutan 
dalam pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan, karena prosedur kerja 
merupakan acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas sehingga 
tujuan dapat tercapai.21 
Moekiyat mengemukakan enam alasan mengenai pentingnya 
prosedur kerjanya itu:22 
1) Mengakibatkan/menjadikan pekerjaan kantor menjadi lancar dan 
lebih baik. 
2) Memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang 
dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan. 
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3) Menimbulkan koordinasi yang lebih baik diantara bagian-bagian 
yang berlainan. 
4) Membantu dalam latihan pegawai baru 
5) Dihubungkan dengan formulir-formulir perkantoran dan alat-
alat pekerjaan lainnya. 
6) Menimbulkan penghematan dalam biaya-biaya tetap dan 
tambahan 
 
Yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum melakukan 
perekrutan, yaitu:23 
1) Jenis tenaga kerja yang diperlukan 
2) Kualiatas dan kuantitas tenaga kerja yang diperlukan 
3) Darimana sumber tenaga kerja yang dibutuhkan dapat diperoleh 
4) Bagaimana cara memperoleh dan prosedur bagaimana yangperlu 
ditempuh untuk memperoleh Tenaga Kerja yang dibutuhkan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
Bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar 
negeri harus memiliki prosedur yang telah ditentukan. 
Prekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilaksanakan 
terhadap TKI yang telah memenuhi persyaratan:24 
a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi 
calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan 
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 
b. Sehat jasmani dan rohani; 
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 
d. Berpendidikan sekurang kurangnya lulus sekolah lanjutan tingkat 
pertama (SLTP) atau yang sederajat. 
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Selain persyaratan tersebut di atas, menurut Pasal 51 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon TKI wajib memiliki 
dokumen-dokumen, yaitu:25 
a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akta 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 
melampirkan foto copy buku nikah; 
c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua,atau izin 
wali; 
d. Sertifikat kompetensi kerja 
e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan 
kesehatan dan psikologi; 
f. Pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 
g. Visa kerja 
h. Perjanjian penempatan kerja 
i. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu 
identitas bagi TKI yang memenuhi syarat dan prosedur untuk 
bekerja di luar negeri. 
 
Setelah calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan maka 
para calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya 
ditempatkan di luar negeri. Pada masa pra penempatan kegiatan calon TKI 
meliputi: 
a. Pengurus Pengurusan SIP; 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
Di Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan 
melakukan perekrutan wajib memilki SIP dari Menteri. Untuk 
mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki: 
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1) Perjanjian kerjasama penempatan; 
2) Surat permintaan TKI dari pengguna; 
3) Rancangan perjanjian penempatan; dan 
4) Rancangan perjanjian kerja. 
Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat 
permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan 
rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat 
yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
Selain itu, Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan 
atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan 
calon TKI. 
b. Perekrutan dan seleksi; 
Proses perekrutan didahuli dengan memberikan informasi 
kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang: 
1) Tata cara perekrutan; 
2) Dokumen yang diperlukan; 
3) Hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 
4) Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan 
5) Tata cara perlindungan bagi TKI. 
Informasi disampaikan secara lengkap dan benar.Informasi 
wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab 
di bidang ketenaga kerjaan dan disampaikan oleh pelaksana 
penempatan TKI swasta.26 
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c. Pendidikan dan pelatihan kerja; 
Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai 
dengan persyaratan jabatan. Dalam hal TKI belum memiliki 
kompetensi kerja pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan 
penddikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja 
bagi calon TKI dimaksudkan untuk: 
1. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi 
kerjacalon TKI; 
2. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, 
kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di 
luar negeri; 
3. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara 
tujuan; dan 
4. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan 
kewajiban calon TKI/TKI. 
 
Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana 
penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang 
telah memenuhi persyaratan.Pendidikan dan pelatihan harus memenuhi 
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.27 
d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Calon TKI 
dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan 
psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang 
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akan dilakukan di negara tujuan. Setiap calon TKI harus mengikuti 
pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselanggarakan oleh sarana 
kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi 
yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
e. Penyerahan Dokumen-dokumen 
f. Uji Kompetensi 
g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 
Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang disebut PAP adalah 
kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang 
akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai 
kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, 
memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang 
akan dihadapi. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam 
pembekalan akhir pemberangkatan. 
Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara 
setempat. Perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan 
mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap 
menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. 
Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk 
memberikan pemahaman pendalaman terhadap:28 
1) Peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan 
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2) Materi perjanjian kerja. 
Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung 
jawab Pemerintah. 
h. Pemberangkatan. 
Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh 
calon TKI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan 
tenaga kerja akan memudahkan pemerintah maupun calon TKI dalam 
memecahkan persoalan mengenai ketenaga kerjaan termasuk 
perlindungan kepada calon TKI, baik waktu sekarang maupun yang 
akan datang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui 
Instansi yang tekait dalam hal ini di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Tranmigrasi Kota (Dinsosnakertrans) maupun masyarakat dalam 
mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah ketenaga 
kerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk 















A. Jenis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis 
menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, yang pada 
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif 
dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum 
normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian 
perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian 
ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini 
sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-
data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, serta mengkaji norma-norma 
dalam perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah 
suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam 
artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjannya hukum di lingkungan 
masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan 
hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan 
sebagai penelitian hukum sosiologis.29 
B. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji 
permasalahan antara lain: 
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1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan perundang-undangan yaitu kegitan meneliti Peraturan 
Perundang-Undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum 
Ketenaga kerjaan yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, 
dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya. 
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menelaah atau berpedoman dengan literatur-literatur dan pendapat para 
sarjana dan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
3. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis approach) 
Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dapat 
menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan 
antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perilaku 
sosial, hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial. 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 
Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain: 
1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 
Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan 





undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, 
yaitu: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri 
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 
Perkerja Migran 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum atau teori-
teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel 
ilmiah, maupun website yang terkait dengan bahan hukum sekunder 
pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka 
penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan 
hukum primer. Termaksud pula dalam bahan hukum sekunder, yaitu 
bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, 







2. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data, antara lain: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 
yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, laporan, buku-buku dan sebagainya. 
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 
Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini antara 
lain: 
1. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mencari dan 
mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-
literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok 
permasalahan yang dibahas melalui Studi Kepustakaan. 
2. Teknik dan alat pengumpulan data, pengumpulan dengan teknik 
wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan 
responden dan informan “Wawancara (intervew) adalah situasi peran antar 
pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakin pewawancara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden dan 
Informen. 
E. Analisa Bahan Hukum dan Data 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kualitatif 





hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk 
memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan 
berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan 
tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh 
dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. 
Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek 
lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku 
maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam 
pemecahan permasalahan dikaji. 
Setelah bahan hukum dan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan 
dengan metode induktif yaitu suatu penarik kesimpulan dari hal-hal yang 
bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. 
 
 
 
 
 
 
 
